PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 24 TAHUN 1960 ( 24/ 1960)

TENTANG
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMER KSAAN TI NDAK Pl DANA KORUPSI

Presi den Republik I ndonesia,
Meni nbang:

a. bahwa untuk perkara-perkara pidana yang nenyangkut keuangan
Negara atau Daerah atau badan hukum | ain yang nenpergunakan
nodal dan atau kel onggaran-kelonggaran |ainnya dari Negara
atau nasyarakat m sal nya bank, koperasi, wakap dan lain-lain
atau yang bersangkutan dengan kedudukan sipetindak pidana,
perlu di adakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-
per at ur an khusus t ent ang pengusut an, penunt ut an dan
peneri ksaan yang dapat nenberantas perbuatan-perbuatan itu
yang di sebut tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertinbangan tersebut sub a telah di adakan
per aturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat
tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-
per at ur an pel aksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat
Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZlI/1/7 tanggal 17 April
1958;

C. bahwa peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti
dengan peraturan Undang- undang;

d. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik I ndonesi a;
Mendengar :

Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 24 Mei 1960;

Mermut uskan :
|. Mencabut :

Per aturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat
t anggal 16 April 1958 No. Prt/ Peperpu/013/1958 serta
per at ur an- peraturan pel aksanaannya dan Peraturan Penguasa
Perang Pusat Kepal a Staf Angkatan Laut No. prt/Z. 1/1/7 tanggal
17 April 1958;

I'1. Menet apkan



Per at ur an Pener i nt ah Penggant i Undang- undang t ent ang
pengusut an, penuntutan dan peneriksaan tindak pidana korupsi.

BAB |
TENTANG PENGERTI AN TI NDAK Pl DANA KORUPSI
Pasal 1.

Yang di sebut tindak pidana korupsi ialah

a. ti ndakan seseorang yang dengan atau karena nel akukan suatu
kej ahat an at au pel anggaran nenperkaya diri sendiri atau orang
[ ain atau suatu badan yang secara | angsung atau tidak | angsung
nmer ugi kan keuangan atau perekonom an Negara atau Daerah atau
mer ugi kan keuangan suatu badan yang nenerinma bantuan dari
keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang
nmenper gunakan nodal kel onggar an- kel onggaran dari Negara atau
masyar akat ;

b. perbuat an seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu
kej ahat an at au pel anggaran nenperkaya diri sendiri atau orang
| ai n atau badan yang di | akukan dengan nenyal ah- gunakan | abat an
dan kedudukan;

c. kej ahat an- kej ahatan tercantum dalam pasal 17 sanpai pasal 21
peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pi dana.

BAB | |
TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TI NDAK PI DANA KORUPSI
Pasal 2.

(1) Aturan-aturan nengenai pengusutan dan penuntutan nenur ut
per aturan bi asa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak
ditentukan | ain dal amperaturan ini.

(2) Perkara korupsi didahul ukan untuk diusut dan dituntut.

Pasal 3.

(1) Dal amwaktu 3 bul an setel ah orang ditahan senent ara, perkaranya
har us di aj ukan kenuka haki m

(2) Jangka waktu antara saat orang ditahan senentara, hingga saat
per karanya mul ai diperiksa dinuka sidang pengadilan, tidak
bol eh nel ebi hi 6 bul an.

Pasal 4.

Jaksa hanya di perbol ehkan nenyanpi ngkan perkara korupsi, jika ada



perintah dari Jaksa Agung.

Pasal 5

(1) Setiap tersangka wajib nenberi keterangan tentang seluruh
hart a-bendanya dan harta-benda isteri/suam dan anak dan
hart a- benda sesuatu badan yang di urusnya, apabila dimnta ol eh
Jaksa.

(2) Dengan tidak nengurangi kebebasan yang di beri kan kepada orang-
orang tersebut dalam pasal 274 ayat (1) dan (3) "Reglenen
I ndonesi a yang di perbaharui”, nmaka setiap orang wajib nenberi
ket erangan nenurut pengetahuannya mnasi ng-nmasi ng sebagai saksi
atau ahli kepada Jaksa.

(3) Kewajiban nenberi Kketerangan tersebut berlaku juga terhadap
nmer eka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus
di rahasi akan karena jabatan atau kedudukannya, m salnya
notaris, accountant, pengacara yang nenbela perkara yang
ber sangkut an, kecuali para petugas aganma dan dokter.

(4) Bank hanya nmenberi keterangan tentang keadaan keuangan
tersangka yang dimnta oleh Jaksa apabila permntaan itu
di | akukan nenurut cara-cara yang ditentukan dal am Peraturan
tentang rahasi a Bank.

Pasal 6.

(1) Setiap waktu Jaksa dapat nenuntut diperlihatkannya segal a sur at
yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya ia dapat
nmel akukan tugasnya sebaik-baiknya, dan nenyita surat-surat
itu.

(2) Para petugas agama dan  dokter dapat menol ak  unt uk
nmenper | i hat kan surat-surat atau bagian surat itu yang termasuk
kewaj i ban nerahasi akan itu.

(3) Ketentuan pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal peneriksaan dan
penyitaan surat-surat itu.

(4) Notaris, accountants dan pengacara yang nenbela perkara itu
tidak dapat nenolak wuntuk nenperlihatkan surat-surat atau
bagi an surat-surat yang ternmaktub dal amayat (2) pasal ini.

Pasal 7.
Jaksa berhak nenbuka, neneriksa dan nenyita surat-surat dan
kiriman-kiriman yang nelalui Jawatan Pos, Telegrap dan Tel epon,
yang dapat di sangka nenpunyai hubungan perkara pi dana korupsi, yang
sedang diusut atau dituntut.

Pasal 8.



(1) Jaksa setiap waktu berhak nmemasuki setiap tenpat yang nenur ut
pendapat nya perl u di masuki untuk menjal ankan tugasnya.

Jika perlu ia masuk kedalam tenpat itu dengan bantuan al at-al at
kekuasaan Negar a.

(2) Jika penghuni nenol ak, Jaksa hanya dapat nenmasuki sebuah rumah
jika disertai 2 orang saksi

(3) Dalam waktu dua kali dua puluh enpat jam tentang penasukan
rumah itu harus di buatnya berita-acara, ternaksud dal am

pasal 64 ayat (2) "Reglenen |Indonesia yang diperbaharui" dan
di sanpai kannya sal inannya kepada penghuni rumah  yang
ber sangkut an.
Dal am berita acara itu harus dinuat juga keterangan nengena
waktu dan maksud pemasukan it u.

(4) Jaksa berwenang mnta disertai oleh orang-orang yang akan
ditunjuk ol ehnya; dalam hal itu nmaka penyertaan itu disebut
dal am berita acara tersebut.

Pasal 9.

Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang
di buat ol eh Jaksa.

BAB |11
TENTANG PEMERI KSAAN DI MUKA PENGADI LAN
Pasal 10.

(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh
Pengadi | an Negeri nenurut Undang-undang dan hukum acara yang
ber | aku sekedar dal am peraturan ini tidak ditentukan |ain.

(2) Perkara-perkara korupsi didahul ukan untuk diperiksa di nuka
Pengadi | an.

Pasal 11.

(1) Terdakwa wajib nenberi jawaban dan keterangan yang dimnta ol eh
Haki m yang ber hubungan dengan perkara yang sedang di peri ksa.

(2) Hakim dapat newajibkan terdakwa untuk mengangkat sunpah akan
menberi kan ket er angan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang
sebenar nya.

Pasal 12.

(1) Dengan tidak mnmengurangi ketentuan dalam pasal 278 "Reglenen
I ndonesi a yang diperbaharui” naka setiap orang wajib nenberi
ket erangan pada Hakim nenurut penget ahuannya nasing-nasing
sebagai saksi atau ahli



(2) Kewajiban nenberi Kketerangan tersebut berlaku juga terhadap
nmer eka yang bi asanya pengetahuannya tentang suatu itu harus
di rahasi akan karena jabatan atau kedudukannya, m salnya
notaris, accountants, pengacara yang nenbela perkara yang
ber sangkut an, kecuali para petugas agama dan dokter.

(3) Bank hanya nenberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa
yang dimnta oleh Hakim apabila permntaan itu dil akukan
menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan tentang
rahasi a Bank.

(4) Oang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 "Regl enen
I ndonesia yang di perbaharui” dibebaskan atas perm ntaannya
dari kewajiban nenjadi saksi, dan didengar dengan pintu
tertutup apabila di kehendaki ol eh nereka.

BAB |V
TENTANG MENGADI LI ANGEOTA ANGKATAN PERANG
Pasal 13.

Pengusutan, penuntutan dan peneriksaan dinuka Pengadilan dari
tindak pidana korupsi, yang dilakukan ol eh orang-orang yang ada
di bawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan ol eh petugas-
petugas nenurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana
ket ent ar aan.

Pasal 14.

Ket ent uan- ketentuan dalam peraturan ini nengenai pengusut an,
penuntutan dan peneri ksaan dinuka Pengadilan berlaku dengan
per ubahan seper | unya t er hadap pengusut an, penunt ut an dan
peneri ksaan perkara tindak pidana korupsi yang dil akukan ol eh orang
yang ternmaksud dal am pasal 13.

Pasal 15.
Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh
Pengadi | an Ketentaraan bersanma-sama dengan seorang yang harus
diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah ol eh Pengadil annya
masi ng- masi ng.
BAB V

TENTANG ATURAN- ATURAN Pl DANA.
Pasal 16.

(1) Barangsi apa nel akukan tindak pidana korupsi yang di maksud dal am
pasal 1 sub a dan b di hukum dengan hukuman penjara sel ama-
| amanya dua bel as tahun dan/atau denda seti nggi-tingginya satu
juta rupiah.



(2) Segal a harta-benda yang diperol eh dari korupsi itu diranpas.

(3) Siterhukum dapat juga diwajibkan nenbayar uang pengganti yang
j um ahnya sama dengan harta-benda yang di perol eh dari korupsi.
Pasal 17.

Bar angsi apa nenberi hadiah atau janji kepada seorang yang nenerinma
gaj i atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang neneri na
gaj i atau upah dari suatu badan yang neneri na bantuan dari keuangan
Negara atau Daerah atau badan hukum | ain yang nenpergunakan noda
dan kel onggar an-kel onggaran dari Negara atau nasyarakat, dengan
nmengi ngat sesuat u kekuasaan atau sesuatu wewenang yag nel ekat pada
jabatan atau kedudukannya atau yang oleh sipenberi hadiah atau
janji dianggap nelekat pada jabatan atau kedudukan itu dihukum
dengan hukuman penjara selama-|lamanya dua belas tahun dan/atau
denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Pasal 18.

Bar angsi apa dalam hal ia nenurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wajib
nmenberi keterangan dengan sengaj a nenberi Kketerangan dengan tidak
sebenarnya, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya |inma
tahun atau denda setinggi-tingginya |lima ratus ribu rupiah.

Pasal 109.

Bar angsi apa dengan sengaja tidak nenenuhi perm ntaan Jaksa yang
tersebut dal am pasal 5 ayat (1) atau kewaji ban tersebut dal am pasa
5 ayat (2) di hukum dengan hukuman penjara sel anma-|l amanya |inma tahun
atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 20.

Ter dakwa yang dengan sengaja tidak nenberi jawaban dan keterangan
tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara
sel ama- |l amanya |ima tahun atau denda setinggi-tingginya |lima ratus
rupi ah.

Pasal 21.
Bar angsi apa dengan sengaj a tidak nmenenuhi kewaji ban tersebut dal am
pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukunman penjara sel ama-| amanya
lima tahun atau denda setinggi-tingginya |linma ratus ribu rupiah.
Pasal 22.

Per buat an- per buatan yang diancam dengan hukunman tersebut dal am
pasal 16 sanpai pasal 21 adal ah kej ahat an.

BAB VI
ATURAN- ATURAN PERALI HAN.
Pasal 23.



Peni | i kan harta-benda dan peneri ksaan di nuka Pengadi | an Ti nggi yang
pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan nenurut
acara dal am per at uran Penguasa Per ang Pusat No.
Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala
Staf Angkatan Laut No. Prt/Z. 1/1/7 tanggal 17 April 1958.

BAB VI
ATURAN- ATURAN PENUTUP
Pasal 24.

(1) Ancaman hukuman penjara dan denda tersebut dal am

pasal 209, 210, 415 sanpai 420, 423, 425 dan 435,. Kitab Undang-
undang Hukum Pi dana diubah nenjadi , hukuman penjara sel ama-
| amanya dua bel as tahun dan/atau denda seti nggi-tingginya satu
juta rupiah".

(2) Dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana terebut
dal am ayat (1) dengan "anbtenaar", disamakan seorang yang
menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau
yang nenerinma gaji atau upah dari suatu badan yang neneri na
bantuan dari keuangan Negara atau Daerah at au badan hukum | ain
yang nenpergunakan nodal dan kel onggaran-kel onggaran dari
Negara atau masyar akat .

Pasal 25.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini disebut "Peraturan
Penber ant asan Korupsi" dan nul ai berl aku pada hari di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Pej abat Presiden Republik Indonesia
ttd
DJ UANDA.

D undangkan di Jakart a.
pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehaki man,

ttd
SAHARDI O

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG
t ent ang
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERI KSAAN Tl NDAK PI DANA KORUPSI



UMUM

Per at uran- peraturan yang sel ama | ebih dari 2 tahun terakhir ini
menj adi dasar bagi tindakan Penerintah untuk nenberantas
korupsi adal ah Per aturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah
Angkat an Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/ 013/
1958 beserta peraturan-peraturan pel aksanaannya dan
Per aturan Perang Pusat Kepal a Staf Angkatan Laut No.

Prt/z. 1/1/7 tanggal 17 April 1958.

Menurut Peraturan-peraturan itu ada 2 macam perbuat an korupsi,
yakni :
a. Perbuat an korupsi pidana, dinmana terjalin unsur kejahatan
atau pel anggaran, sehingga berdasarkan itu dapat
di pi dana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup
berat di- sanping peranpasan harta-benda hasil
kor upsi nya (pasal 2).

b. Per buat an korupsi | ai nnya, di mana terdapat unsur

"per buat an nel awan hukum (pasal 3). Perbuatan korupsi

i ni tidak di ancam dengan hukuman pidana, nel ai nkan

Pengadi | an Ti nggi yang nengadilinya atas gugatan Badan

Koordi nasi Penilik Harta Benda, dapat mneranpas

hart a- benda hasi| perbuatan korupsi itu. Yang di maksud

dengan unsur "perbuatan nel awan hukuni tersebut diatas

i al ah "onrecht mati ge daad" tercantum dal am pasal 1365

K. U H Perdata, perkataan mana nenurut yurispuridentie

menpunyai ma' na sangat |uas yakni : Perbuatatan atau

kel al al ai an seseor ang, yang ol eh karenanya nel anggar
hak orang lain atau bertentangan dengan kewaji bannya
sendiri nmenurut hukum atau dengan nor ma- nor ma adat
kesopanan yang | azi m at aupun bert ent angan dengan
keharusan dal am per gaul an hi dup untuk berti ndak
prihatin terhadap orang |lain atau barang c.q. haknya.

Dapatl ah kita singkatkan ma' na dari perkataan

"per buat an nel awan hukuni tersebut dengan istilah

"perbuatan tercela". Harta-benda hasil perbuatan

tercela inilah yang dapat diranpas ol eh Pengadil an

Tinggi tadi; pun juga |ain-lain harta-benda yang ol eh

pasal 12 ayaat (2) dari peraturan Peperpu tersebut

di samakan dengan hart a-benda hasil| perbuatan tercel a

dapat pula diranpas yaitu :

a. hart a- benda seseorang atau suatu badan yang dengan
sengaj a tidak diterangkan ol ehnya atau ol eh
pengur usnya,

b. hart a- benda yang tidak terang siapa pemliknya;

c. hart a- benda seseorang yang kekayaannya setel ah
di selidi ki dianggap tidak sei nbang dengan
penghasi | an mat a pencahari annya.

Maksud di adakannya perat ur an- perat uran Peperpu tersebut ialah



supaya dal am t enpo si ngkat dapat di bongkar perbuatan-

per buat an korupsi yang dewasa itu sangat neraja-|ela sebagai
aki bat dari suasana seakan-akan Penerintah dewasa itu sudah
tidak nmenpunyai kew bawaan | agi. O eh karena itu

per at uran-peraturan itu di maksudkan untuk berl aku buat
sementara waktu saja (tenporair).

Hasi| yang tel ah di capai dal am penberant asan korupsi, yang berupa
per kar a- per kara yang sedang di selidi ki, diusut dan di maj ukan
kepada Haki m maupun yang berupa hart a- benda yang
di kenbal i kan kepada Negara, cukup nenuaskan. Dal am pada itu
tidak bol eh dilupakan, bahwa hasil-hasil |ain yang tidak
| angsung, m sal nya di bi dang fiskal dan pengenbali an
hut ang- hut ang kepada Negara, dan akhirnya yang sangat
penting, yakni effect psychol ogis terhadap masyarakat dengan
konsekwensi nenbat asi/ nengurangi nafsu ber korupsi,
kesemuanya itu sangat berjasa nengkonsol i deer kenbal
kew bawaan Penerintah. O eh karena itu Penerintah
menganggap, bahwa di luar tindakan terhadap tindak pidana
korupsi yang nemang sudah nengandung unsur kej ahatan atau
pel anggar an, tindakan terhadap perbuatan korupsi tercela
seperti diurai kan diatas tidak perlu dilanjutkan |ebih |am
| agi .

Dan nenmang ti ndakan terhadap perbuatan korupsi tercel a adal ah
benar - benar nerupakan tindakan yang | uar biasa, yang hanya
dapat di benar kan dal am keadaan yang | uar bi asa pula. Sebab
bukankah peranpasan harta-benda yang di perol eh dengan
per buat an tercel a (bukan perbuatan yang dapat di hukum
pi dana) pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan hukum
pi dana? Dari pada itu sudah sewaj arnyal ah, bahwa ti ndakan
| uar biasa itu harus di henti kan, apabil a perbuat an kor upsi
sudah dapat di berantas dengan cara tindakan pi dana bi asa,
sekal i pun hal ini memerl ukan perl engkapan dengan
ket ent uan- ket entuan | ai n yang akan di gol ong- kan sebagai
tindak pidana korupsi, sebagai mana di bawah ini akan
di t erangkan | ebi h I anjut.

Dal am hubungan ini perlu diingatkan, bahwa untuk nendapatkan
penggant i an kerugi an, yang diti nbul kan karena perbuat an
tercel a seseorang, nasih tersedia jalan bagi fihak yang
ber sangkut an, yaitu nengaj ukan gugat an kepada Pengadi | an
Negeri, yang nengadili perkara-perkara perdata berdasarkan
pasal - pasal 1365 dan seterusnya dari K U H Perdata.

Dengan dem ki an penilikan harta-benda ol eh Badan Koor di nasi Team
Peni li k Harta-Benda, serta peneri ksaan perkara korupsi
tercel a di nuka Pengadil an Ti nggi, dengan berl akunya
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini, buat
sel anj ut nya diti adakan, dengan tidak nengurangi kel anjutan
penyel esai an perkara- perkara yang tel ah di nmul ai
penyel i di kan dan peneri ksaannya pada saat berl akunya
peraturan ini (lihat ketentuan peralihan pasal 23).



Yang

masi h tetap dilanjutkan ol eh Peraturan ini ialah tindakan
terhadap tindak pi dana korupsi, sebagai mana di urai kan dal am
pasal 1, yang isinya pada pokoknya sama dengan pasal 2 dari
per at uran Peperpu tersebut diatas.

Unt uk nmencegah kemungki nan nel uasnya kenbal i per buat an- perbuat an

Sej al

korupsi, maka dal am pasal 1 sub c dicantunkan pul a

kej ahat an- kej ahat an tersebut dal am pasal 415, 416, 417, 423,
425 dan 435 dari K U H P., sebagai tindak pidana korupsi
dengan segal a aki batnya. Dan untuk nmenudahkan penuntut unmum
dan Haki m guna nendapat kan bukti - bukti seperlunya, naka
mengenai pengusutan, penuntutan dan peneri ksaan di adakan

ket ent uan- ketentuan, yang nmenyi npang dari acara pi dana

bi asa, nmengenai penberi an ket erangan-keterangan, peneriksaan
surat -surat dan peneri ksaan di rumah/ kant or dan sebagai nya,
ket ent uan- ket ent uan mana di kuat kan dengan sancti e
seper | unya.

an dengan di henti kannya ti ndakan Penerintah terhadap korupsi
tercel a, maka rahasia bank | ebih dijam n dengan Perat uran
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang
Rahasi a Bank (Lenbaran- Negara tahun 1960 No. 71). Pasal 3
ayat (2) dari peraturan itu nmenetapkan beberapa syarat
apabi | a Jaksa atau Haki m nener| ukan ket er angan- ket er angan

t ent ang keuangan tersangka atau terdakwa. Juga rahasi a
surat-surat/ kirimn-Kkirimn yang ol eh sipengirim

di percayakan kepada Jawat an Pos, Tel egram dan Tel epon, | ebih
terjam n dal am Peraturan ini dengan ditetapkannya syar at
dal am pasal 7, bahwa surat-surat/ kiriman-kirimn itu harus
menpunyai hubungan dengan perkara korupsi pidana yang sedang
di usut atau dituntut.

Tent ang tanbahan tindak-tindak pi dana korupsi pada pasal 1 (415,

416, 417, 423, 425 dan 435 dari K. U HP.).

Kej ahat an- kej ahat an t er cantum dal am pasal -pasal itu, diduga dapat

menj adi sunber korupsi yang masih tetap harus di cegah.
Kej ahat an- kej ahatan itu dengan si ngkat ialah :

Penggel apan di | akukan ol eh pegawai Negeri, pengacauan

adm ni strasi/ penbukuan ol eh pegawai Negeri; pengel apan,
perusakan atau pemal suan surat-surat bukti ol eh pegawai
Negeri; penerasan ol eh pegawai Negeri; "knevelarij" ol eh
pegawai Negeri; pegawai Negeri ikut-serta dengan usaha
penbor ongan yang pengurusan/ pengawasannya di ser ahkan
padanya. Sedang dengan "pegawai Negeri" di samakan seorang,
yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau
Daer ah, atau yang nenerinma gaji atau upah dari suatu badan
yang neneri ma bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau
badan hukum | ai n yang nmenper gunakan nodal dan

kel onggar an- kel onggaran dari Negara at au masyarakat (pasa
24 ayat (2).].

Tentang pengusutan, penuntutan dan peneriksaan tindak pidana

kor upsi .



Acar a pengusut an/ penunt utan yang nenyi npang dari acara biasa
adal ah sebagai beri kut :

1. Tersangka dan setiap orang waji b nenberi keterangan yang
di kehendaki ol eh Jaksa; kewajiban ini tidak berl aku
bagi anggota yang sangat dekat [pasal 274 ayat (1) dan
(3)], petugas agama dan dokt er-dokter; sedang bagi
bank, kewajiban ini digantungkan kepada syar at - syar at
tertentu, sebagai mna di cant unkan dal am per aturan
mengenai Rahasia Bank (harus di sebut kan nama ter sangka,
sebab-sebab keterangan di m nta, hubungan antara
ket er angan- ket erangan i tu dengan perkara korupsi nya dan
izin dari Menteri Pertamm).

Ti dak nmenmenuhi kewaj i ban tersebut di ancam dengan hukuman
penj ara atau denda (periksa pasal 5 yo. pasal 18 dan
19).

2.Setiap orang, kecuali petugas agama dan dokt er-dokter,
yang dapat nenol aknya, wajib nenperlihatkan surat-surat
yang di m nta ol en Jaksa. Kewaji ban bank dal am hal i ni
di gunakan juga kepada syarat-syarat tersebut dinuka in
(pasal 6).

3.Setiap waktu Jaksa dapat nmemasuki setiap tenpat yang
di anggapnya perlu untuk tugas pengusut annya (pasal

Surat -surat/kirimn-kiriman yang nel al ui Jawat an Pos,
Tel egrap dan Tel epon, seberapa ada hubungannya dengan
per kara pi dana korupsi yang bersangkut an, dapat
di buka/ di peri ksa/di sita ol en Jaksa (pasal 7).

Sel ain dari yang tersebut di atas acara pidana bi asa berl aku bagi
per kara korupsi [pasal 2 ayat (1)].

Pengusut an dan penunt utan perkara korupsi harus nmendapat
prioriteit pertama (pasal 2).

Juga kepada Haki m di beri beberapa wewenang yang nenyi npang dari

acara bi asa, yakni

-kewaj i ban terdakwa dan setiap orang, terkecuali keluarganya
yang terdekat (pasal 274 ayat (1) dan (3) HI.R). para
pet ugas agama dan dokter-dokter, untuk nenberi
ket erangan kepada Haki m yang nmem nt anya,;

-ti dak nmenenuhi kewajiban ini diancam dengan hukuman penjara
atau denda (pasal 11, 12 dan pasal 18, 20 dan 21).

- Kewaj i ban Bank dal am hal ini hanya terikat kepada syarat
adanya izin dari Menteri Pertama, tidak sebagai nana
hal nya bila Jaksa nenerl ukan ket erangan-keterangan itu
(periksa diatas).

- Perkara korupsi didahul ukan untuk diperi ksa [pasal 10 ayat

(2)].

Tent ang peradi |l an perkara korupsi pidana, yang dil akukan ol eh
anggot a Angkat an Per ang.
Dal am peraturan ini tetap di pakai pedoman, bahwa perkara korupsi



pi dana yang di | akukan ol eh orang yang tunduk di bawah
kekuasaan peradi | an ket entaraan, diusut, dituntut dan

di peri ksa ol eh al at-al at peradilan bagi nereka dan nenurut
hukum acara yang berl aku bagi instansi-instansi tersebut
dengan tidak nengurangi berl akunya ket entuan-ket entuan

i stimewa nengenai acara pidana seperti diurai kan diatas
(pasal 13 dan 14).

Khusus untuk kepentingan cepatnya penyel esai an perkara- perKkara,
maka sebagai mana di at ur nya dal am per at uran Peper pu di at as,
j uga dal am peraturan ini prinsip konneksitet tidak
di | aksanakan.

Tegasnya suat u perkara korupsi pidana, yang dilakukan ol eh
beberapa terdakwa bersama-sama, yang sebagi an tunduk di
bawah peradil an ketentaraan dan bagi an | ai nnya di bawah
per adi | an bi asa, diperiksa ol eh Haki m haki m yang menur ut
aturan-aturan bi asa berwenang nengadilinya (pasal 15).

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.

Ti ndak pidana tersebut dal am sub a dan b adal ah sanma dengan apa
yang di cantunkan dal am pasal 2 sub a dan b dari peraturan
Peper pu. Tanbahan kej ahat an- kej ahatan yang ol eh sub c¢ dari
pasal ini dijadi kan tindak pidana korupsi telah disinggung
dal am penj el asan unum di at as.

Menurut pasal ini maka perbuatan korupsi pidana terdiri atas

unsur - unsur

Sub a :

1. mel akukan sesuat u kej ahatan atau pel anggar an.

2. menperkaya diri sendiri atau orang |l ain, atau suatu badan
dengan at au karena nel akukan kejahatan itu.

3.yang secara | angsung atau tidak | angsung mnerugi kan
keuangan at au perekonom an negara, atau daerah atau
mer ugi kan keuangan suat u badan yang nenerima bant uan
dari keuangan Negara at au daerah atau badan hukum |l ain
yang menper gunakan nodal dan kel onggar an- kel onggar an
dari Negara atau masyar akat sebagai akibat dari unsur 1
dan 2.

Sub b.

1. mel akukan suat u kej ahatan atau pel anggar an.

2. menyal ah- gunakan jabatan atau kedudukan dal am nel akukan
kej ahat an atau pel angggaran itu.

3. menperkaya diri sendiri atau orang |lain atau suatu badan
atau karena nel akukan unsur 1 dan 2.

Ancaman hukuman terhadap perbuatan itu nenurut pasal 16 ial ah dua
bel as tahun hukuman penjara dan/atau denda setinggi -
tingginya satu juta rupiah.

1. Dengan adanya pasal 1 dan 16 ini, maka hakimtidak saja
dapat nenj at uhkan hukuman penjara yang berat, nmaka ia



dapat juga nenjatuhkan denda yang amat berat dan juga
dapat nenggabungkan kedua hukuman it u.

2. Dengan nencant unkan unsur "merugi kan perekonom an Negara"
Pemeri nt ah ber maksud supaya perbuatan yang nerugi kan
Negara dal am | apangan perekonom an juga dapat di hukum
seperti hal nya dengan nerugi kan keuangan Negar a.

3. "Menyal ah- gunakan j abat an atau kedudukan".

Sebagai mana di ket ahui pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pi dana
menpunyai runusan agak terbatas.

Dal am psal 52 itu ditentukan, bahwa hukuman yang dapat
di pertinggi ialah terhadap
a. pegawai negeri, yang
b. ol en karena nel akukan ti ndak pi dana, nel anggar kewaji ban

j abatan istinmewa atau waktu nel akukan tindak pidana
memakai kekuasaan kesenpatan, atau ichtiar yang
di perol ehnya dal am j abat annya.

Pasal b Peraturan ini nmenghukum dengan hukuman yang ber at
bukan saja "pegawai negeri" nel ai nkan juga orang yang nmenpunyai
kedudukan, jadi senua orang yang nenerinma gaji atau upah dari
keuangan Negara at au daerah dan yang nenerima gaji atau upah dari
suat u badan yang neneri ma bantuan dari keuangan Negara (m sal nya
seorang anggota pengurus dari suatu yayasan yang nenerima bant uan
keuangan Negara) .

Pasal |b adal ah |uas dal am runusannya, karena nenper gunakan

i stilah umum "nenyal ah- gunakan' . dan ti dak nengadakan

perincian seperti hal nya dengan pasal 52 Kitab Undang-undang

Hukum Pi dana dengan kat a-kata "ol eh karena nel akukan ti ndak

pidana ...... yang di perol ehnya dal am j abat annya".

4. Bai k pasal l1la maupun pasal 1b nencant unkan sebagai unsur
"menperkaya diri sendiri".

Unsur ini sangat penting. Terhadap orang-orang senmacam
i nilah tindakan-ti ndakan ditujukan. Karena adanya orang-orang
semacam i ni | ah Peraturan Penerintah ini dikeluarkan.

Adal ah bukan maksud Penerintah untuk nenperberat ancaman hukuman
suat u kej ahat an at au pel anggaran yang di | akukan dal am
keadaan bahaya ol eh yang ber sangkutan, atau dal am keadaan,

di mana nenperkaya diri sendiri dengan nerugi kan keuangan
Negara tidak nmerupakan suatu penyakit masyarakat seperti
sekarang ini

5."Secara | angsung atau tidak | angsung nerugi kan keuangan
Negara", Degan nmencantunkan kata "tidak | angsung” dal am
pasal l1la Penerintah ber maksud nmenghukum juga seorang
yang menperkaya diri sendiri sedang nerugi kan keuangan
Negara tidak | angsung di sebabkan ol eh sipenbuat pidana
i tu.

M sal nya: dengan j al an nmenyogok seorang pegawai, seorang
partikelir dapat suatu lisensi dari suatu instansi, dan
menj ual nya lisensi itu kepada orang ketiga dengan harga



yang | umayan juga. la telah nmenperkaya diri dengan
menpunyai |isensi itu dan apabila ia nmenpergunakan
lisensi itu sebagaimana |isensi itu harus dipergunakan
menur ut aturan-aturan yang berl aku nmaka i a dapat

di hukum kar ena nel akukan penyogokan, akan tetapi bukan
kar ena nel anggar pasal ini, sebab Negara, dengan adanya
i sensi ditangan sipenyogok, belum nenderita kerugian.

Hanya setel ah |isensi diperl akukan sel anj ut nya ol eh

si penyogok bertentagan dengan per aturan-peraturan yang
ber| aku atau, atau ol eh sipenbeli ketiga, sehingga
keuangan Negara nenderita kerugi an, nmaka si penyogok itu
dapat di persal ahkan nenurut pasal l1la ini, sebab ia
mer ugi kan keuangan Negara wal aupun tidak | angsung.

6. Hubungan ant ara perbuatan korupsi pidana sub ia dan 1b dan

per buat an- per buat an yang mner upakan dasar dari perbuatan
korupsi pidana itu adal ah sebagai |ex specialis
terhadap | ex generalis akan tetapi dalamhal ini tidak
mer upakan soal sebab ancaman hukuman adal ah atau sanma
beratnya atau | ebi h berat dari pada ancaman hukuman

t er hadap perbuat an pi dana pokok.

7. Dengan adanya perunusan pasal la dan 1b maka istilah

8. Da

korupsi dal am Peraturan ini dipergunakan dalamarti
yang |l uas sekali, bahkan dalamarti yang sanma sekal
menyi npang dari arti "social ekonom sch" jika perbuatan
korupsi pidana itu tidak berdasarkan pasal - pasal 418,
419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pi dana, dan jika
benar apa yang didalilkan oleh M. S.J. Fockemn

Andr eas, bahwa "onkoping of corrupteie enz van

anbt enaren door giften of bel opten bewogen tot eenigo,
handel i ng", dan ol eh kpt G ooten yakni "Corrupteie is
tegen betalingen in ge'd, good of ganst als anbtennaaar
voor het afgeven van verkl aringen, berlenen van rechten
kw jtschel den van verplichti ngen dan wel het afsluiten
van oontracten, die nmen anders niet dan wel anders

| ui dende of | ater zou heben afgeven, verllend,

kw j t geshol den of afgesloten, zoowel ten opzichte van
particulieren alls ten op- zichte van andere
anbtenaren". O eh karena itu, naka adal ah | ayak

apabil a tindak pidana tercantum dal am pasal 17
peraturan ini, dan pasal 209, 210, 415 sanpai 420, 423,
425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pi dana di sebut

j uga per buatan korupsi pidana, begitu pula

tindak-ti ndak pidana tercantum dal am pasal 18 sanpa
pasal 21 yang sangat erat hubungannya dengan penunt ut an
per kara korupsi, diusut, dituntut dan diperiksa nmenurut
atur an-aturan khusus dal am Peraturan ini

am Ki t ab Undang- undang Hukum Pi dana ti dak di ancam
dengan hukuman orang-orang yang nenberi hadi ah kepada
pegawai yang di maksud dal am pasal 418 Kitab

Undang- undang Hukum Pi dana, juga tidak di ancam dengan
hukuman orang-orang yang nenberi hadi ah kepada orang



yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau
daerah atau kepada seorang yang nenerinma gaji atau upah
dari suatu Badan yang neneri ma bantuan keuangan Negar a
atau daerah atau badan hukum | ain yang nenper gunakan
nodal dan kel onggar an- kel onggaran dari Negara atau
masyar akat Untuk mengi si kekosongan ini maka pasal 17
di adakan.

9.Begitu juga pasal -pasal 209, 415 sanmpai 419, 423, 425 dan
435 Kitab Undang-undang Hukum Pi dana hanyanenyebut
sebagai orang yang dapat disuap "pegawai negeri" sedang
perlu sekali aturan itu diperluaskan juga kepada orang
yang nmenerima gaji atau upah sebagai di maksud dal am sub
8. (periksa penjelasan ununj.

10. A eh karena senua yang nel akukan ti ndak pi dana menur ut
pasal - pasal 16 dan 17 Peraturan ini dan pasal - pasal
209, 210, 415 sanpai 420, 423, 425 dan 435 Kitab
Undang- undang Hukum Pi dana di anggap sama berat jahatnya
maka ancaman hukuman terhadap perbuatan itu ditetapkan
sama ber atnya yakni sel ama-| anmanya dua bel as tahun
hukuman penj ara dan/atau denda setinggi-tingginya satu
juta rupiah (pasal 16 dan 17 pasal 24).

Pasal 2

Ayat (1) adal ah sama dengan pasal 27 dan peraturan Peperpu, dan
mer upakan pedoman utanma dal am pengusut an/ Penunt ut an kor upsi
ol eh Jaksa. Berdasarkan pedoman itu, yakni supaya
pengusut an/ penunt utan perkar a- perkara korupsi pidana jangan
terlalu banyak nenyi npang dari aturan-aturan acara pi dana
bi asa, maka pasal - pasal 28, 29 dan 33 dari peraturan Peperpu
tidak dinuat |agi dal am Peraturan Penerintah ini.

Yang tidak terdapat dal am peraturan Peperpu, tapi tercantum dal am
peraturan ini nengenai pengusutan-pengusutan, ialah pasal 4
dan pasal 5 ayat (5) tentang hak "deponeering"” dari fihak
Kej aksaan dan tentang rahasi a bank (periksa di bawah ini).

Pasal 3.

Penet apan j angka-j angka waktu guna nenpercepat pengusutan dan
penunt ut an ol eh Jaksa adal ah sama seperti yang di atur dal am
pasal 30 peraturan Peperpu.

Pasal 4.

Penegasan wewenang Jaksa Agung unt uk nendeponeer perkara korupsi,
di cant unkan dal am pasal ini dengan maksud untuk nencegah
kemungki nan penyi npangan ol eh Jaksa di daerah ber dasar kan
perti nmbangan- perti mbangan tertentu. Ketentuan ini tidak ada
dal am per at ur an Peper pu.

Pasal 5.

Ayat (3) tentang kewaji ban bank menberi keterangan, tidak
t erdapat dal am per aturan Peperpu, dan di cantunkan disini
unt uk di sesuai kan dengan maksud peraturan tentang Rahasi a



Bank (periksa diatas).

Pasal 6.
Tent ang ayat (3) periksa penjel asa pasal 5 diatas.

Pasal 7.
Cukup jelas. Periksa juga dal am Penj el asan Unum

Pasal 8.

Menyi npang dari aturan acara biasa, Jaksa tidak diharuskan
mendapat i1zin terlebih dahulu dari Ketua Pengadil an Negeri,
unt uk dapat nemasuki rumah. Ji ka penghuni nya nmenol ak, Jaksa
ber wenang j uga dengan disertai 2 orang saksi.

Pasal 9.
Ket ent uan i ni - nenyi npang dari aturan acara biasa, dan di maksudkan
unt uk nenpercepat penyel esai an perkar a.

Pasal 10 sampai 12.
Sudah cukup dij el askan dal am penj el asan unmum nmengenai peneri ksaan
per kara korupsi di nuka Haki m

Pasal 13 sanmpai 15.
Peri ksa penj el asan umum nengenai peradilan perkara tindak pidana
korupsi yang dil akukan ol eh anggota Angkat an Per ang.

Pasal 16 dan 17.
Peri ksa penjel asan nengenai pasal 1.

Pasal 18 sampai 22.

Mengat ur ancaman hukuman ter hadap tersangka, terdakwa, saksi dan
setiap orang yang tidak nengi ndahkan kewaji bannya nenur ut
peraturan ini.

Pasal 23.

Unt uk nmenghi ndari keragu-raguan, apakah perkara- perkara
"per buat an korupsi |ainnya" atau dengan istilah lain
"peraturan korupsi tercela" (tersebut dal am
per at ur an- per aturan Peperpu), yang dil akukan sebel um
Per aturan Penerintah Pengganti Undang- undang ini mnul ai
ber| aku, masih terus diusut, dituntut dan diperiksa, nmaka
ket entuan peradi |l an pasal 23 ini dengan tegas nenetapkan,
bahwa penilikan harta-benda dan peneri ksaan di nuka
Pengadi | an Tinggi yang pada saat nul ai berl akunya Peraturan
Pemerintah ini telah dinulai, terus disel esai kan nenur ut
acara peraturan-peraturan Peperpu itu.

Sebal i knya dari pada itu, perbuatan-perbuatan korupsi pidana,
yang di | akukan semasa berl| akunya per at ur an- per at uran Peper pu
tersebut, sekalipun bel um di usut/dituntut/diperi ksa sebel um
di cabut nya perat uran-peraturan Peperpu itu, nmasih tetap
dapat di usut/dituntut/diperi ksa di nuka Pengadi |l an, satu dan
| ai n berdasar kan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang tent ang Keadaan Bahaya pasal 61 sub a yo,



pasal 36 yo, pasal 9, yang pada pokoknya nenet apkan, bahwa
per buat an korupsi yang dil akukan semasa ber | akunya

per at uran- peraturan Peperpu tadi (kini dianggap sebagai
peraturan Peperti) tetap dinilai dan ditindakkan sebagai
tindak pidana nmenurut penilai an peraturan-peraturan Peperpu
i tu.

Pasal 24.
Tel ah dij el askan dal am Penj el asan Umum dan nengenai pasal 1

CATATAN
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